PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR !0  TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa pengaturan pembentukan, penghapusan dan
penggabungan desa yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui
dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di dalam
Kabupaten ;

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a tersebut dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Desa periu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3802 ) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003,
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 )

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 )
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Menetapkan

dan
BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Bupati adafah Bupati Rokan Hulu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja
di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan” asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

- Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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i s,

10.

11.

1.

13.

14.

15.

16.

17.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru
dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa
yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua
Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah
ada.

Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih
menjadi Desa baru.

Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa yang ada
akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan Desa
terdekat.

Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah Desa
sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Desa dalam
beberapa dusun.

Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau
bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu
desa yang masih dalam proses pembentukan desa defenitif.
Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung,
sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau
ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti
pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
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BAB I

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN

(1)

)

3)

DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2
Desa dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan/atau ditata
atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul
Desa, kondisi geografis, kepadatan penduduk, sosial, budaya
dan ekonomi masyarakat setempat.
Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan
dan atau penataan Desa adalah untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan demi terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Aspek sejarah dan pengembangan prospek pengembangan
daerah.

Pasal 3

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa
atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu
Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar
Desa yang telah ada.

BAB il

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN

PENGHAPUSAN DESA

Pasal 4

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.

Jumlah penduduk minimal 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300
(tiga ratus) Kepala Keluarga (KK) ;

Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan ;

Mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk
kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian
lingkungan ;

Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa ;

Desa yang akan dipecah harus sudah beruisia minimal 5 (lima)
tahun.
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Pasal 5

Pemekaran Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor
sebagai berikut :

a.

(1)

(2

(3)

faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk Desa yang akan
dimekarkan sekurang-kurangya 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau
300 (tiga ratus) Kepala Keluarga ;

faktor luas wilayah, yaitu keterjangkauan luas wilayah Desa yang
akan dimekarkan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam
rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;

faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaring perhubungan atau
komunikasi antar dukuh-dukuh yang terletaknya memungkinkan
terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana tersebut pada
huruf b ;

faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan
tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran,
sosial, produksi serta prasarana dan sarana pemerintahan Desa ;

faktor sosial budaya, vyaitu suasana yang memberikan
kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dalam
hubungan dengan adat istiadat ;

faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk
mata pencarian masyarakat.

faktor sejarah dan prospek dan pengembangan desa.

Pasal 6
Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal § dapat dihapus
atau digabung berdasarkan evaluasi Pemerintah Kabupaten.
Penggabungan dan Penghapusan Desa diatur dengan
mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial
budaya, potensi desa.
Hasil evaluasi ayat (1) diatas ditindak lanjuti surat keputusan
kedua belah pihak disampaikan surat peringatan pertama, surat
peringatan kedua dan surat peringatan ketiga.

Pasal 7

Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa
harus menyebutkan antara lain :

S0 00 T W

Nama ;

Nama pusat pemerintahan desa;
Luas wilayah ;

Jumlah penduduk ;

Sosial budaya ;

Potensi ;

Batas Wilayah ; 106




h.
I.
j.

Jumlah dusun yang dibentuk ;
Kewenangan ;
Pembagian wilayah.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN

(1)

@)

@)

(4)

(1)

)

PENGHAPUSAN DESA

Pasal 8

Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan
dan atau penataan Desa dilakukan atas prakarsa masyarakat
dan diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dari
Desa yang terkait.

Untuk melaksanakan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan
dan Penghapusan Desa, Bupati membentuk panitia, yang terdiri
dari unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

Dalam hal pembentukan Desa baru atau pemekaran desa,
Bupati dapat menetapkan Desa persiapan, dengan ketentuan
setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan
memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebelum ditetapkan
Desa definitif.

Dalam hal pembentukan Desa baru atau pemekaran desa
berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

~ periu berpedoman pada pola tata Desa yang memungkinkan

kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai
dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang
fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan dan kelestarian
lingkungan.

Pasal 9
Tata cara  pelaksanaan Pembentukan, Pemekaran,
Penggabungan dan Penghapusan dan atau Penataan Desa,
melalui usul Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah
mendapatkan persetujuan BPD sampai penetapan dengan
Peraturan Daerah.
Sebelum adanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Desa Persiapan tetap menjadi tanggung
jawab Desa Induk.
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(1

)

BAB YV
BATAS WILAYAH
Pasal 10

Sebagai tanda pemisah antar wilayah Desa yang satu dengan
wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan
Peraturan Desa berdasarkan riwayat Desa dan atas persetujuan
bersama dari Desa yang bersangkutan.

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

" berupa batas alam maupun batas buatan.

(1

@)

(1)

@)

(1

@)

Pasal 11

Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah Desa
disajikan dalam bentuk Peta Desa.

Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Bupati
membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penataan dan Penegasan
Batas Wilayah Desa.

Terhadap Desa yang masih bermasalah baik antar Desa,
maupun antar Kecamatan, maupun Kabupaten serta antar
Provinsi akan diselesaikan oleh Pemerintah kabupaten sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 13

Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain,

yang merupakan bagian wilayah kefja pelaksana Pemerintahan

Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

Syarat-syarat pembentukan Dusun :

a. Jumiah penduduk paling rendah 350 Jiwa atau 100 Kepala
Keluarga ;

b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil

guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan ;
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